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Sifat : Segera 

Lampiran : - 

Hal : Imbauan 
 

Kepada Ketua Tim Pelaksana Kampanye PDIP Kabupaten Bantul 

di-tempat 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. 

 

B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, maka dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pasal 101 huruf a dan b angka 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: 

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:  

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:  

1. pelanggaran Pemilu; dan  

2. sengketa proses Pemilu;  

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, 

yang terdiri atas:  

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

2. Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:  

(1) Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang :a. mempersoalkan dasar 

negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan 

yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaf; c. menghina 

seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. 
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menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu 

ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau 

peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye 

Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 

pendidikarr; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari 

tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.  

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang 

mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah 

Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan 

hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan 

pemeriksa Keuangan c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank 

Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang 

menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. 

anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. 

kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. 

Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. 

(3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai 

pelaksana dan tim Kampanye pemilu.  

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf 

i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.  

3. Pasal 281 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi : 

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, 

wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi 

ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas 

pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 

dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat legara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU. 

4. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Pasangan Calon, 

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota,, pelaksana kampanye, 

dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi 

lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 

5. Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Dalam 

melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah 

dilarang menggunakan fasilitas negara. 
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C. Berdasarkan ketentuan huruf A dan huruf B maka selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bantul 

menghimbau kepada Tim Pelaksana Kampanye PDIP Kabupaten Bantul dalam melakukan 

kampanye di Pendopo Rumah Bpk. Mujiwat, Lemahdadi RT. 02 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, 

pada tanggal 15 Januari 2024 agar : 

1. Untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam regulasi; 

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 

kasih. 

 

KETUA 

 

 

 

 

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP. 

Tembusan : 

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta 

2. Arsip 
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